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ABSTRAK

Status anak merupakan salah satu obyek kajian dalam hukum Islam, termasuk
persoalan status anak luar nikah (anak zina). Anak di luar nikah sering disebut anak
haram, anak zadah atau anak kampang dan lain-lain. Untuk mengurangi terjadinya
anak luar nikah (zina), di lingkungan masyarakat Indonesia, upaya yang biasa
dilakukan apabila ada seorang gadis hamil tanpa nikah adalah menikahkan
perempuan itu dengan laki-laki yang menghamilli atau dengan laki-laki lain yang
tidak menghamilinya. Di dalam hukum Islam, perempuan yang menikah dalam
keadaan hamil maka status anaknya menjadi anak zina karena sebelum menikah
perempuan tersebut sudah hamil terlebih dahulu. Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun
1974 anak tersebut menjadi anak sah karena lahir dalam perkawinan yang sah. Dan
dari sini terlihat adanya perbedaan pendapat antara hukum Islam dan UU No. 1
Tahun 1974 tentang status anak zina dan implikasi hukumnya terhadap nasab,
kewalian dan hak kewarisan.

Sementara itu, metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis
penelitian kepustakaan dengan sifat deskriptik analitik dan komparatif. Mengenai
pendekatan masalah penulis menggunakan pendekatan normatif yuridis yaitu suatu
pendekatan masalah yang diteliti dari aspek hukumnya baik dari hukum Islam
maupun UU No. 1 Tahun 1974. Sehingga permasalahan menjadi jelas. Setelah diteliti
dari aspek yuridisnya, kemudian penyusun akan mengomparasikan kedua pendapat
tersebut yang nantinya akan menghasilkan suatu yang dapat digunakan sebagai
pedoman dan acuan dalam  masyarakat untuk menentukan status anak yang
dilahirkan di luar pernikahan dan bagaimana implikasi hukumnya terhadap masalah
nasab, perwalian dan masalah hak kewarisan.

Setelah penyusun mengkaji secara mendalam antara hukum Islam dan UU No.
1 Tahun 1974 tentang status anak zina dan implikasi hukumnya, maka kesimpulan
yang dapat diambil dari hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang anak zina
dan implikasi hukumnya adalah sebagai berikut, bahwa menurut hukum Islam anak
yang dilahirkan dari wanita hamil di luar nikah anak tersebut berstatus sebagai anak
zina dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja, dan yang menjadi wali
saat pernikahannya adalah wali hakim, serta anak zina tersebut tidak berhak mewarisi
harta peninggalan ayahnya, karena hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya
dan keluarga ibunya. Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 anak zina tetap
mempunyai hubungan nasab dengan kedua orang tuanya, meskipun ibu anak tersebut
hamil terlebih dahulu sebelum menikah, asalkan kelahiran anak itu masih dalam
perkawinan yang sah, maka status anak tersebut menjadi anak sah dan bukan anak
zina. Anak tersebut juga berhak atas harta kedua orang tuanya dan ayahnyalah yang
menjadi wali ketika anak tersebut menikah.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Status anak merupakan salah satu obyek kajian dalam hukum Islam,
termasuk persoalan status anak luar nikah (anak zina). Anak di luar nikah sering
disebut anak haram, anak zadah atau anak kampang dan lain-lain.! Walaupun
keberadaaan di dunia bukanlah atas kehendaknya, melainkan hanya sebagai akibat
dari perbuatan nista kedua orang tuanya.

Untuk mengurangi terjadinya anak luar nikah (zina), di lingkungan
masyarakat Indonesia, upaya yang biasa dilakukan apabila ada seorang gadis
hamil tanpa nikah adalah menikahkan perempuan itu dengan laki-laki yang
menghamilli atau dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Asalkan pada
waktu melahirkan anak si ibu telah mempunyai suami, maka anak itu adalah anak
sah bukan anak di luar pernikahan.?

Di dalam hukum Islam, mengenai kebolehan menikahi perempuan hamil
masih kontroversi. Jumhur ulama berpendapat bahwa perempuan hamil boleh

menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Sebagaimana firman Allah swt.:

'Fuad Mohd. Fachruddin, Masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri,
Anak Zina (Jakarta : CV. Pedoman IImu Jaya, 1991), him.78.

“R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, cet. ke-7 (Bandung: Sumur 1980),
him.72.
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Namun berbeda pendapat apabila perkawinan itu dilakukan dengan laki-

laki bukan yang menghamilinya.

1. Ulama Hanafiyyah membolehkan, hanya saja di kalangan Hanafiyyah
mensyaratkan jika laki-laki yang menikahi tersebut bukan laki-laki yang
menghamili, ia dilarang melakukan persetubuhan dengan perempuan itu
sampai anak yang dikandungnya lahir.*

2. Imam Ahmad bin Hanbal melarang laki-laki menikahi perempuan hamil bila
telah mengetahui kehamilannya sampai perempuan tersebut taubat.

3. Ulama Syafi‘iyyah juga membolehkan jika perempuan tersebut dinikahi oleh
laki-laki yang bukan menghamilinya. Alasan ulama Syafi‘iyyah membolehkan
menikahi perempuan hamil akibat zina alasannya sama dengan ulama
Hanafiyyah, yaitu karena perempuan hamil akibat zina tidak termasuk
golongan perempuan yang haram dinikahi. Lebih dari itu, ulama Syafi‘iyyah

ini juga berpendapat bahwa karena akad nikah yang dilakukan hukumnya sah,

*An-Nur (24) : 3.

*Wahbah Az-Zuhaili, A/-Figh Al-Islami wa Adillatuh, cet. ke-3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989),
VII: hlm. 148-150.



maka perempuan yang dinikahi tersebut juga halal (boleh) untuk disetubuhi
walaupun ia dalam keadaan hamil.®

4. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi
perempuan hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang
menghamilinya. Apabila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil
(belum menjadi istibra’, masa tunggu bagi perempuan hamil akibat zina, yaitu
sampai melahirkan), maka akad nikah itu fasid dan wajib di fasakh.
Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah
menikahi perempuan yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki
yang bukan menzinainya, terlebih lagi dengan perempuan yang menzinainya,
kecuali perempuan tersebut telah memenuhi dua syarat pertama, telah habis
masa ‘iddahnya, kedua, telah bertaubat dari perbuatan zinanya.®

Menurut KHI Pasal 53 ayat (1) menetapkan:

a. Seorang perempuan yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-
laki yang menghamilinya.

b. Perkawinan dengan perempuan hamil yang tersebut pada ayat (1) dapat

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

*Abd. ar-Rahman al-Jaziri, Al-Figh ¢A/a al-Mazahib al-‘Arba’ah dalam Eko Mardiono,
Perwalian Anak Akibat Kawin Hamil, dalam Jurnal HUKAMA (Pemikiran Islam dan Sosial), Vol 1,
No. 1, Januari 2007, him. 82.

®Eko Mardiono, Perwalian Anak Akibat Kawin Hamil, dalam Jurnal HUKAMA (Pemikiran
Islam dan Sosial), Vol 1, No. 1, Januari 2007, him. 83.



c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat perempuan hamil, tidak
diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Menurut KHI, kawin hamil diletakkan pada kategori hukum “boleh”, tidak
“mesti” seperti yang dianut oleh kehidupan berdasar hukum adat. Memang,
pendefinitifan kebolehan perempuan hamil yang diatur dalam KHI, sedikit banyak
beranjak dari pendekatan kompromistik dengan hukum adat. Pengkompromian ini
dilakukan karena mengingat memang realitanya dalam figh masalah ini menjadi
ikhtilaf, di samping mempertimbangkan faktor psikologis dan sosiologis.’

Seorang anak yang lahir dari kedua orang tua yang menikah dengan sah,
dinasabkan kepada bapaknya (al-walad li al-firasy). Pernikahan yang sah adalah
pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak adanya hal-hal
yang menyebabkan perkawinan menjadi terlarang.? Jika telah terjadi pernikahan
yang sah maka anak yang dilahirkan akan mendapatkan hak-haknya sebagai anak.
Menurut Abu al-Ainain Badran, anak yang lahir dari perkawinan sah mempunyai

lima hak, yaitu:

" Ibid.

®Menurut Syafii , rukun dalam perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan
kawin, akad perkawinan, wali, dua orang saksi. Larangan pernikahan dapat berlaku selamanya
(mahram mu’abbad), dan dapat berlaku sementara (mahram muaqgat). Mahram muabbad dapat
disebabkan karena kekerabatan, seperti ibu, anak, saudara, saudara bapak, saudara ibu, anak dari
saudara laki-laki, anak dari saudara perempuan. Mahram muabbad karena hubungan musaharah,
seperti perempuan yang telah dikawini oleh bapak atau ibu tiri, perempuan yang telah dikawini oleh
anak laki-laki atau menantu, ibu istri atau mertua, anak dari istri jika istri telah digauli. Dan mahram
muabbad karena persusuan. Lihat: Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
(Jakarta: Prenada Media, 2006), him. 109 — 121.



1. Hak nasab, agar anak terjaga dari kehinaan, kesia-siaan dan selamat dari cela.
2. Hak susuan, agar anak terjaga dari kelaparan dan kehausan yang dapat
menyebabkan kematian.
3. Hak nafkah, pemberian nafkah ini berlaku selama anak belum bisa mandiri
dengan ekonominya.
4. Hak hadanah, hingga anak dapat mandiri sendiri dengan segala ilmu dan budi
pekerti.
5. Hak perwalian, atas diri dan hartanya hingga punya kecakapan sendiri.’
Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti
yang sangat penting karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan
mahram (nasab) antara anak dengan bapaknya. Kendatipun pada hakikatnya
setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus
menjadi bapaknya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain.*
Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan
bapaknya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Seperti yang telah disebutkan
dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “Anak yang

sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang

Abu al-‘Ainain Badran, al-Figh al-Mugaran £i al-Ahwal al-Syakhsiyyah (Beirut: Dar al-
Nahdah al-*Arabiyyah, t.t.), hlm. 484.

**Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Indonesia (Studi Kritis
Perkembangan Hukum Islam), cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2004), him. 276.



sah”.* Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat
disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar
perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.*?

Menurut Abu Hanifah, perempuan yang melahirkan tetap dianggap berada
dalam ranjang suaminya, oleh karenanya anak tersebut dipertalikan nasabnya
dengan bapaknya. Hal tersebut berarti jika seseorang telah mengandung karena
zina dengan orang lain kemudian kawin sah dengan laki-laki penabur benih
kandungan perempuan tersebut, maka jika anak itu lahir, anak itu adalah anak sah
dari perkawinan dengan laki-laki suaminya. Dan bebas dari cap sebagai anak zina.

Tampaknya figh Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan
dengan anak yang sah, namun berangkat dari definisi ayat-ayat Al-Qur’an dan
hadis, dapat diberikan batasan, anak yang sah adalah anak yang lahir oleh sebab
dan di dalam perkawinan yang sah. Selain itu disebut sebagai anak zina (walad al
zina) yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Secara implisit Al-Qur’an menyatakan :
B O shbla aga 5 il ar

Selanjutnya di dalam surah al-Isra’, Allah swt. berfirman :

pasal 42.
2 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Indonesia, him. 276.

BAI-Muminun (23): 5.
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Larangan-larangan Al-Qur’an di atas tidak saja dimaksudkan agar setiap
orang menjaga kehormatan dirinya, tetapi juga lebih penting menghindarkan
dampak terburuk dari pelanggaran larangan itu. Lahirnya anak zina, sebenarnya
adalah akibat dari pelanggaran larangan-larangan Allah swt. tersebut.’®

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila seorang perempuan
menikah dalam keadaan hamil, maka anak yang dilahirkan tersebut adalah anak
yang sah dan bukan anak zina. Karena dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tidak mengenal dengan istilah anak zina, tetapi anak di luar kawin. Berbeda
dengan hukum Islam, apabila seorang perempuan menikah dalam keadaan hamil
maka anak tersebut statusnya menjadi anak zina, karena sebelum melakukan
pernikahan perempuan tersebut sudah hamil terlebih dahulu. Dalam pembahasan
skripsi ini penyusun membatasi masalah seputar kehamilan seorang perempuan
yang terjadi sebelum akad nikah dan kemudian melahirkan seorang anak setelah
akad nikah, kemudian muncul permasalahan bagaimanakah status anak yang

dilahirkan tersebut menurut hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974.

YAl-Isra’ (17): 32.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Indonesia, him. 277.



B. Pokok Masalah
Dari latar belakang tersebut ada beberapa hal yang paling penting untuk
dijadikan sebagai bahan kajian yang secara sistematis dirumuskan dalam agenda
permasalahan, yaitu:
a. Bagaimana status anak zina menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974?
b. Bagaimana implikasi hukum terhadap status anak zina menurut hukum Islam

dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan
penelitian ini dapat dirumuskan dalam beberapa poin berikut :
a. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimanakah status anak zina
menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
b. Untuk menjelaskan bagaimana implikasi hukum status anak zina menurut
hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Kegunaan penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Sebagai khasanah kepustakaan bagi pembaca terutama mengenai status anak

zina dan implikasi hukumnya.



b. Sebagai bahan rujukan dalam kegiatan ilmiah dan akademik mengenai

masalah status anak zina dan implikasi hukumnya.

D. Telaah Pustaka

Sejauh yang dapat ditelusuri, hingga disusunnya penelitian ini sudah ada
beberapa penelitian serta banyak tulisan yang membahas tentang tema yang sama
dengan penelitian ini. Akan tetapi penelitian dan tulisan-tulisan tersebut belum
memfokuskan kajiannya pada permasalahan perbedaaan status anak zina dan
implikasi hukumnya dalam tinjauan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974.

Salah satunya adalah buku Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan.®
Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa, menurut hukum Islam anak yang lahir di
luar pernikahan yang sah, maka anak tersebut disebut dengan anak zina dan
hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, sedangkan menurut Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam
perkawinan yang sah dan mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya.

Buku lain adalah Masailul Fighiyyah karya Masjfuk Zuhdi.'” Dalam buku
ini juga menjelaskan bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 anak

yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah itu hanya mempunyai hubungan

8 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Indonesia (Studi Kritis
Perkembangan Hukum Islam dari Figh, UU No. 1 Tahun 1974), cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2004).

YMasjfuk Zuhdi, Masailul Fighiyah, (Jakarta : PT Toko Gunung Agung, 1997).
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perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal tersebut berlaku bagi pernikahan
yang dilakukan menurut Islam tetapi tidak dicatat oleh pegawai pencatat KUA,
atau perkawinan yang dicatat oleh pegawai pencatat dari Kantor Cacatan Sipil,
tetapi perkawinan tersebut tidak dilakukan menurut hukum agamanya dan
kepercayaannya, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut agama. Menurut
Hukum Perdata Islam, anak zina itu suci dari segala dosa yang menyebabkan
eksistensinya di dunia ini.

Buku lainnya adalah yang berjudul, “Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi
dalam Figh Kontemporer”, karya Lutfi Assyaukanie.'* Dalam buku ini
menjelaskan tentang kedudukan anak luar nikah baik dalam KUHPerdata maupun
UU Perkawinan. Misalnya, dijelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan di luar
nikah (antara gadis dan jejaka) dapat diakui, sekaligus dapat disahkan, kecuali
anak-anak yang dibenihkan dari hasil zina atau sumbang. Dalam versi ini, zina
dan sumbang berarti hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang
bukan gadis dan jejaka.

Sementara itu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan, “anak

yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang

8 utfi Assyaukanie, Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Figh Kontemporer,
(Bandung: Pustaka Hidayah, 1998).
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sah”®  Meskipun sifatnya yang me-naskh (menghapus) pasal-pasal
KUHPerdata.?’

Skripsi mahasiswa yang berjudul, “Anak Zina dan Pengaruhnya terhadap
Perwalian Nikah (Studi Komparasi antara Imam Syafi‘i dan KHI)”. Penelitian ini
dilakukan oleh Muflihah. Isi dari skripsi ini adalah membahas masalah perwalian
anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut Imam Syafi‘i dan
KHI.?

Satu judul skripsi lagi yaitu “Anak Zina dan Implikasinya terhadap Hak-
hak Kewarisan dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata (BW). Penelitian
ini dilakukan oleh M. Mahbub. Skripsi ini membahas akibat hukum (implikasi
anak zina terhadap hak kewarisan menurut ketentuan hukum Islam, KHI dan
KHUPerdata.?

Dari semua literatur di atas dan literatur lain ditemukan adanya perbedaan
pembahasan yang tidak ditemukan satupun literatur yang membahas tentang
“Status Anak Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974”.

BpPasal 42.
2)_ythfi Assyaukanie, Politik, him. 98.

ZMuflihah, Anak Zina dan Pengaruhnya terhadap Perwalian Nikah (Studi Komparatif
antara Imam Syafi'7 dan KHI), skripsi ini diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2008.

M. Mahbub, Anak Zina dan Implikasinya terhadap Hak-hak Kewarisan dalam Perspektif
Hukum Islam dan KUHPerdata (BW), skripsi ini diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2003.
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E. Kerangka Teoretik

Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak
sah.” Anak zina menurut pandangan Islam, adalah suci dengan segala dosa,
karena kesalahan itu tidak dapat ditujukan kepada anak tersebut tetapi kepada
kedua orang tuanya. Di dalam Al-Quran Allah swt. berfirman:

SEENISSTISS PIS Bl

Dalam hukum Islam, anak zina pada asalnya dinasabkan kepada ibunya
sebagaimana anak mula‘anah dinasabkan kepada ibunya. Sebab keduanya sama-
sama terputus nasabnya dari sisi bapaknya.

Menurut Amir Syarifuddin, yang disebut anak zina adalah anak yang lahir
dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan
perempuan yang tidak terikat dalam nikah yang sah (kecuali dalam bentuk
syubhat) meskipun ia lahir dalam perkawinan yang sah dengan laki-laki yang
melakukan zina atau laki-laki lain.?® Anak zina itu tidak mempunyai hubungan
nasab dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir. Ini adalah pendapat jumhur.

Dalam hal hukum yang berlaku tentang kewarisan anak zina hanya

mempunyai hubungan kewarisan dengan ibunya dan orang-orang Yyang

ZFathurrahman Djamil, “Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya”, dalam
Chuzaimah T Yanggo dan H.A Hafiz Anshary (ed). Problematika Hukum Islam Kontemporer
(Jakarta: Firdaus, 1994), him. 104.

*An-Najm (53): 38.

S Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, cet. ke-1 (Jakarta: Prenada Media, 2004), him.
148.
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berhubungan nasab melalui dan dengan ibunya itu dan tidak dengan bapaknya.?®
Termasuk dalam hal perwalian dalam perkawinan yang menjadi wali bukanlah ibu
tetapi sultan yang memiliki wilayah umum (wali hakim). Selain seorang penguasa
siapa saja dapat bertindak sebagai wali hakim yakni seorang yang dipilih dan
dipercaya untuk menikahkan dan memenuhi syarat-syarat sebagai wali dalam
akad nikah sebagai pengganti wali agrab atau pengganti yang disebut juga wali
tahkim atau wali muhakkam.

Di kalangan pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum
Islam (KHI) di Indonesia, terjadi perbedaan pendapat tentang wali nikah bagi
seorang perempuan yang lahir akibat kawin hamil atau yang lahir kurang dari
enam bulan usia perkawinan orang tuanya. Ada yang berpendapat bahwa wali
nikah bagi perempuan tersebut adalah nasab, yaitu “bapak kandung”nya. Ada juga
yang berpendapat, wali nikah dalam kasus ini adalah hakim. Bahkan ada yang
mengambil jalan kompromistik kalau tidak dikatakan ragu-ragu yaitu yang
berpendapat bahwa secara syar‘i, perempuan tersebut diijabgabulkan dengan wali
hakim, tetapi dalam akta nikahnya dicatat dengan wali nasab, sehingga pendapat

ini mengakibatkan adanya perbedaan antara akta dan realita.”’

2% 1bid., him, 149.

2'Eko Mardiono, Perwalian Anak, him 73.
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Berbeda dengan penjelasan yang ada dalam Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun
1974 bahwa: “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai
akibat perkawinan yang sah”.”® Kalau memperhatikan di atas mengenai Sstatus
anak tersebut, dapat dipahami bahwa anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang
sah maka anak itu adalah anak yang sah. Namun, tidak dijelaskan mengenai status
bayi yang dikandung dari akibat perzinaan atau akad nikah dilaksanakan pada saat
calon mempelai perempuan itu hamil. Karena itu, anak yang lahir sesudah
dilangsungkan akad nikah maka status anak itu adalah anak yang sah.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa anak yang dilahirkan
di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya.”® Sama dengan hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak
yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan nasab
dengan ibunya saja.

Dalam KHI disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan
dalam atau akibat perkawinan yang sah,*® padahal Pasal 53 ayat 1 menetapkan
bahwa perkawinan perempuan hamil dihukumi sah bila dilakukan dengan laki-laki
yang menghamilinya, sehingga antara keduanya ada hubungan darah. Dengan

demikian, ketentuan anak sah KHI ini sudah memenuhi dua syarat untuk dapat

? Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Indonesia, him181.
“pasal 43 ayat (1).

¥pasal 99 huruf a.



15

menghubungkan nasab seorang anak kepada bapaknya, yaitu adanya hubungan
darah dan akad nikah yang sah.*!

Memang KHI tidak menjadikan tenggang waktu enam bulan sebagai dasar
untuk mengaitkan hubungan nasab seorang anak kepada bapaknya. Ketentuan
KHI ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, tenggang waktu enam bulan (yang
dijadikan dasar para fugaha dalam penentuan nasab) itu bukan berdasarkan dalil
yang qat‘i, baik Al-Qur’an ataupun hadis, tetapi hanya merupakan pemahaman
para ulama terhadap dua ayat Al-Qur’an, yaitu dengan menggabungkan al-Ahqaf
ayat 15 dan Lugman ayat 14. Sebenarnya dengan dua ayat tersebut, Allah swt.
menjelaskan bahwa seorang perempuan (dalam hal mengandung anak)
membutuhkan waktu minimal enam bulan sejak terbentuknya nutfah sampai ia
melahirkan. Pemahaman ini sejalan dengan hadis nabi yang diriwayatkan oleh
Ibnu ‘Abbas bahwa janin yang berada di rahim ibu setelah berusia empat bulan
dilengkapi dengan roh dan dua bulan berikutnya disempurnakan khilgah
(bentuk)nya. Dengan demikian, seandainya ia lahir dalam umur enam bulan, ia
sudah sempurna walaupun mungkin kurang sehat. Kedua, ada kaidah figh yang

menyatakan: ~t ~u (pengikut (hukumnya) sebagai yang mengikuti) dan kaidah:
SH Y sy ow (pengikut tidak diberi hukum  tersendiri). Oleh karena itu,

berdasarkan dua kaidah ini, hukum kehamilan diikutkan dengan hukum akad

nikahnya, sebab anak dalam kandungan tidak diberi hukum tersendiri. Karenanya,

%1 Eko Mardiono, Perwalian Anak, him. 84.
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status hukum yang diterapkan terhadap perempuan hamil berlaku pula terhadap
anak yang ada dalam kandungannya.*?

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, penyusun berusaha membahas
secara mendalam pendapat para ulama tentang status dan implikasi hukum anak
yang dilahirkan di luar nikah (anak zina) dengan berangkat dari teori kaidah figh

yang sesuai dengan hukum Islam.

F. Metode Penelitian
Untuk membantu memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, maka
disusun metode® penelitian sebagai jalan penunjuk yang akan mengarahkan
jalannya penelitian ini. Atau dengan kata lain sebagai jalan atau cara dalam rangka
usaha mencari data yang akan digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang

ada dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian
Berdasarkan kegiatan pengumpulan datanya penelitian ini termasuk
jenis penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang mengkaji
buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti baik

data primer maupun data sekunder.

*Memed Humaedillah, Status Hukum Akad Nikah Perempuan Hamil dan Anaknya, dalam
Eko Mardiono, Perwalian Anak, him. 85.

*Metode adalah cara atau jalan. Sehubungan dengan usaha ilmiah, metode menyangkut
masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang
bersangkutan.
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2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, >

yaitu penelitian yang
berusaha memberikan gambaran tentang status anak zina ditinjau dari hukum
Islam dan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974, kemudian mengkomparasikan
keduanya.
3. Pendekatan Penelitian
a. Normatif
yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengkaji
berdasarkan pandangan hukum Islam, dalil-dalil yang dikeluarkannya serta
norma hukum berlaku.
b. Yuridis
yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti berdasarkan
pada aturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai hukum positif di
Indonesia.
4. Teknik Pengumpulan Data
Sesuai dengan obyek penelitiaanya maka teknik yang digunakan
dalam pengumpulan data adalah penelaahan terhadap literatur hukum Islam
dan literatur lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti, kemudian data-

data tersebut akan diolah, yang selanjutnya akan dijadikan bahan utama untuk

memenuhi target penelitian yang hendak dicapai. Yang menjadi data primer

% Sudarto, Metode Penelitian Filsafat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), him. 45-47.
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dalam penelitian ini adalah literatur-literatur yang di dalamnya membahas

status anak zina dalam hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur-literatur yaitu

pendapat para ulama dan Undang-undang lain, misalnya Undang-undang

Perlindungan anak, Undang-undang HAM yang secara tidak langsung

membantu serta melengkapi data informatif guna memberikan penjelasan

permasalahan yang akan diteliti.
5. Analisis data
Dalam menganalisa dan mengelola data-data atau bahan yang
diperoleh, penyusun menggunakan analisis secara kualitatif. Dan data tersebut

dianalisa menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Data yang diperoleh dari berbagai macam sumber dan dianalis melalui
metode :

a. Menggunakan Metode deduktif, yaitu menghimpun dan mengklasifikasi
data dari berbagai literatur yang bersifat umum kemudian dianalisis dan
diidentifikasi dengan berbagai pendekatan guna menghasilkan hal-hal yang
bersifat khusus, sehingga dapat memberikan sebuah kesimpulan, sebagai
hasil penelitian. Kaitannya dengan penelitian ini adalah seluruh kesimpulan-
kesimpulan atau prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan status anak
zina dan perwalian yang ditinjau dari hukum Islam dan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat

khusus dan jelas.
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b. Menggunakan metode komparatif, yaitu menganalisis data yang ada dengan
cara membandingkan antara dua yang satu dengan yang lain, kemudian
dicari letak persamaan dan perbedaannya sehingga sampai pada satu
kesimpulan. Yaitu nasab anak zina menurut tinjauan hukum Islam dan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang akan dibandingkan, sehingga

menghasilkan suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini, secara runtut dirumuskan dalam lima
bab, yang secara garis besar dijabarkan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah yang mana dijelaskan mengenai berbagai permasalahan seputar anak
zina dan implikasi hukumnya, dari latar belakang tersebutlah dapat ditentukan
pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, dan dengan demikian
menjadi jelas tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka, ini merupakan
hasil penelusuran penyusun mengenai karya-karya yang telah ada agar terhindar
dari pengulangan penelitian. Kemudian kerangka teoretik dan metode penelitian,
di sini dijelaskan tentang teori yang digunakan dalam melihat permasalahan
status anak zina dan implikasi hukumnya, dan semua alur tersebut diuraikan

dalam sistematika pembahasan.
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Bab kedua, tinjauan umum anak zina, dalam bab ini terdiri dari
pengertian zina dan anak zina, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya
perzinaan, penetapan hukuman perbuatan zina serta macam-macam anak zina.

Bab ketiga, status anak zina dan implikasi hukumnya menurut hukum
Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sub bab dalam pembahasan
ini dibahas secara terpisah yaitu, sub bab pertama membahas status anak zina
dan implikasinya menurut hukum Islam yang meliputi nasab anak zina,
perwalian anak zina dan kewarisan anak zina. Sub bab kedua membahas status
anak zina menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, meliputi pengertian
anak luar nikah dan kedudukannya (statusnya) menurut Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 serta implikasi hukumnya.

Bab keempat, analisis komparatif status anak zina dan implikasi
hukumnya menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
yang terdiri dari analisis perbandingan dari segi status dan kedudukan anak zina
menurut hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan analisis perbandingan
dari segi implikasi hukumnya.

Bab kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran
kemudian untuk lebih sempurnanya penyusunan skripsi ini disertai daftar

pustaka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan penyusun sebelumnya, maka dapat
dituliskan kesimpulan:

1. Dalam hukum Islam dan menurut jumhur ulama anak yang dilahirkan akibat
perzinaan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya anak tersebut adalah anak
zina meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah, akan tetapi wanita
tersebut hamil di luar nikah maka anak tersebut berstatus sebagai anak zina dan
dinasabkan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tidak ada hubungan apa-apa
dengan laki-laki yang menghamili atau suami yang menikahi wanita tersebut.

Tetapi berbeda dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengenal istilah
anak zina, yang ada adalah istilah anak luar nikah. Dalam UU Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974 khususnya Pasal 42 disebutkan bahwa anak sah adalah
anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam
artian bahwa jika seorang wanita menikah dengan laki-laki dalam keadaan
hamil maka menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 anak tersebut berstatus sebagai
anak sah bukan sebagai anak zina karena kelahiran anak tersebut dalam

pernikahan yang sah meskipun si wanita hamil di luar pernikahan.
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2. Dalam masalah perwalian dan hak waris anak zina, ulama sepakat bahwa anak
zina tidak dapat dinasabkan dengan bapaknya maka yang manjadi wali saat
anak zina menikah adalah wali hakim yang lebih berhak menikahkannya.
Sedangkan untuk masalah hak waris, anak zina tidak dapat mewarisi dari
bapaknya dan keluarga bapaknya, kerena tidak ada hubungan nasab.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 anak zina dinasabkan kepada
bapaknya dan kelurga bapaknya. Jadi bapaknya berhak menjadi wali nikah dan
anak tersebut dapat mewarisi harta bapaknya dan keluarga bapaknya.

Di samping UU Perkawinan dalam KHI Pasal 99 tentang kedudukan
anak menetapkan bahwa anak yang sah adalah: (a) Anak yang dilahirkan dalam
atau akibat perkawinan yang sah. Dalam KHI juga tidak dikenal adanya anak
zina, yang ada hanyalah istilah anak luar kawin. Menurut KHI anak yang
dilahirkan dalam perkawinan yang sah meskipun sebelumnya sudah hamil
sebelum menikah, maka anak tersebut tetap berstatus sebagai anak sah karena
kelahirannya dalam pernikahan yang sah. Karena dapat dikategorikan sebagai
anak yang sah, sehingga dapat dihubungkan nasabnya dengan bapaknya dan
keluarga dari pihak bapaknya. Karena itu pula anak tersebut juga memiliki wali
nikah dalam perkawinannya nanti serta memiliki hubungan waris mewarisi

dengan bapak ibunya.
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B. Saran

Masalah hamil di luar nikah dalam masyarakat sudah banyak sekali dan
perlu dicari solusi untuk menghilangkannya. Meskipun sulit sekali untuk
menghilangkan perbuatan tersebut, setidaknya pemerintah dapat meminimalisir
adanya kehamilan di luar nikah yaitu dengan cara berlaku tegas dan menghukum
setiap orang yang berbuat salah termasuk dalam perzinaan yang ujung-ujungnya
akan mengakibatkan banyaknya anak yang lahir tidak mempunyai bapak. Selain
berlaku tegas terhadap pelaku perzinaan. Pemerintah juga diharapkan melakukan
sosialisasi kepada semua warganya khususnya anak-anak remaja tentang

maraknya kehamilan di luar nikah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur’an dan Tafsir

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: CV.
Diponegoro, 2007.

Al-Maragi, Ahmad Mustafa, TafSir al-Maragi, cet.ke-5, Mesir: Syirkah Maktabah
wa Matba‘ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, 1394 H./1974 M.

Al-Qurtubi, A/l-Jami‘ i Ahkam Al-Qur’an, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, 1387
H.

Rida, Muhammad Rasyid, 7afsir al-Manar, cet. ke-2, ttp.: Dar al-Fikr, t.t.

B. Hadis

Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surrah, Jamiu as-Sahih at Tirmizi, at-Tirmizi, 4
jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ahmad Ibnu Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, 6 juz, Beirut: Dar al-
Fikr, 1981.

Imam al-Bukhari, Sahih al- Bukhari, Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H./1981 M.

Ibnu al-*Arabi al-Maliki, Sahih at Tirmizi, 5 jilid, cet. ke-1, Beirut: Dar al-Thya
at-Tarasi al-‘Arabi, 1995.

C. Figh, Usul Figh dan Hukum
Ali, Sayid Ameer, Muhammadan law , Delhi: Nasrat Ali Nasr, 1996.

Abu al-‘Ainain Badran, a/-Figh al-Muqaran fi al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Beirut:
Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah, tt.

Azizy, A.Qodri, Eklektisisme Hukum Nasional, Yogyakarta: Gama Media, 2004.

146



147

Al-Imam Taqi ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini, Kifayah al-Ahyar,
Semarang: Maktabah wa Matba’ah Putra Semarang, t.t.

Abdul Qadir ‘Awdah, Al-Tasyri‘ al-Jina‘i al-Islami, Beirut: Mu‘assasat al-
Risalah, 1994.

Abu Zahrah, al-Jarimah wa al-‘Uqubah fi al-Figh al-Islami, Beirut: Dar al-Fikr,
t.t.

Ahmad al-Barry, Zakariya, Ahkam al-awlad, Kairo: tnp., 1384/1964 M.

An-Nawawi, Abu Zakariya, Raudah a¢-Talibin, Beirut: Dar al-Fikr, 1415
H./1995 M.

Al-Qarafi, al- Furug , Beirut: ‘Alam al-Kutub, t.t.
Al-Mawardi, Habib, al- Hawr al- Kabir, ttp.: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Baijuri, Hasyiyah al-Syaikh Ibrahim al-Baijuri, Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyah, 1451 H./1994 M.

Al-Jaziri, ‘Abd ar-Rahman, Kitab al-Figh ‘Ala al-M azahib al- ‘Arba‘ah , 6 jilid,
ttp.: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1410 H./1990 M.

Al-Ansari, Ali Yahya Zakariyya, Fath al-Wahab, Mesir: Mustafa al-Babi al-
Halabi wa Awladuh, 1948.

Al-Hanafi, Al-Imam Kamal ad-Din Muhammad bin ‘Abd al-Wahid al-Ma‘ruf bin
Ibn al-Humam Syarh Fath al-Qadir, cet. ke-2, ttp.: Dar al-Fikr, 1397
H./1977 M.

Abu Hanifah , Zain al-Abidin ibn Ibrahim ibn Najim, al-Asybah wa an-Nazair
‘Ala Mazhab an- Nu‘man, cet. ke-1, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1413
H./1993 M.

Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa an-
Nihayah al-Mugtasid , Surabaya: al-Hidayah, t.t.

Abdullah, Abdul Gani, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum
Indonesia, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Pres, 1994.

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika
Pressindo, 1992,

Al-Khatib, Muh Syarbini, Mugni al-Muhtaj, Kairo: Mustafa al-Bab al-Halabi,
1958.



148

Budiono, A.Rachmad, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, cet. ke-
1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fak.
Ekonomi UlI, 1980.

______________ , Hukum Waris Islam, cet. ke-9, Yogyakarta: Bagian Penerbitan
Fakultas Ekonomi UlI, 1990.

Dally, Peoneh, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Perbandingan dalam Kalangan
Ahlu Sunnah, cet. ke-1, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988.

Daradjat, Zakiyah, llmu Figh, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Fatchurrahmman, llmu Waris, cet. ke-10, Bandung: PT. Ma‘arif, t.t.

Fachruddin, Fuad Mohd, Masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak Kandung,
Anak Tiri, Anak Zina, Jakarta: CV. Pedoman llmu Jaya, 1991.

Hadikusuma, Hilman, Hukum Waris Adat, cet. ke-2, Bandung: Alumni, 1983.

Hasan, M. Ali, Masailul A/-Hadisah, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafndo
Persada, 1995.

Ibnu Qudamah, A/-Mugni, Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Hadisah, t.t.

__________ , al-Kafi fi al-Figh al-Imam al-Mubajjal ibn Hambal , Beirut: al-
Maktab al-Islami, 1408 H./1988 M.

lon Abidin, Radd al-Muhtar ‘Ala Zu al-Muhtar, Mesir: Mustafa al-Babi al-
Halabi, 1996.

Ibnu Taimiyah, Majmu* Fatawa , ttp.: tnp, t.t.
Ibn Hazm, Al-Muhalla, Beirut: Maktabah Tijariyyah, t.t.

I Doi, Abdurrahman, Hudud dan Kewarisan (Syari’ah II), cet. ke-1, Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 1996.

Jawad Mugniyah, Muhammad, Perbandingan Hukum Waris Syi‘ah dan Sunnah,
Surabaya: Al-lkhlas, 1988.

_______________________ , Figh Lima Mazhab, cet. ke-2, Jakarta: PT. Lentera
Basritama, 2003.



149

Khalid, Hasan dan Najah, Adnan, Ahkam al-Awlad as-Syakhsiyah, Beirut: Dar
al-Fikr, 1964.

Kompilasi Hukum Islam, ttp.: Wacana Intelektual, 20009.

Munajat, Makhrus, Politik Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Fak. Syari‘ah
UIN Suka Press, 2008.

___________ . Figh Jinayah (Hukum Pidana Islam), cet. ke-2, Yogyakarta:
Pesantren Nawesea Press, 2010.

Mukti Arto, A, Praktek Perkara Pada Peradilan Agama, cet. ke-3, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2000.

Muhammad Makhluf, Hasanain, a/-Mawaris £i asy-Syari’ah al-Islamiyyah, cet.
ke-4, ttp.: Matbaah al-Madani, 1396 H./1976 M.

Musa, Yusuf, at-Tirkah wa al-Miras fi al-Is/am, cet. ke-2, Kairo: Dar al-Ma‘rifat,
1967.

Mukhtar, Kamal, Asas-asas Hukum tentang Perkawinan, cet. ke-3, Jakarta: PT.
Bulan Bintang, 1974.

Muhammadiyah Amin, “Kedudukan Anak di Luar Nikah (Sebuah Analisis
perbandingan Menurut KUHPerdata, Hukum Islam dan KHI)”, Mimbar
Hukum No. 42 Th. 1999, Mei-Juni, Jakarta: al-Hikmah dan
DITBINBAPERTA, 1999.

Mardiono, Eko, Perwalian Anak Akibat kawin Hamil, Jurnal HUKAMA
Pemikiran Islam dan Sosial, Vol 1, No. 1, Januari 2007.

Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya
Bakti,1993.

Nur, Djaman, Figh Munakahat, cet. ke-1, Semarang: Toha Putra, 1993.

Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam Indonesia
(Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam), Jakarta: Kencana, 2004.

Parman, Ali, Kewarisan dalam Al-Qur’an, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, t.t.

Prodjodikoro, R. Wirjono, Hukum Warisan di Indonesia, cet. ke-7, Bandung:
Sumur 1980.

Al-Qaradawi, Yusuf, A/-Halal wa al-Haram fi al-Islam, Surabaya: Karya Utama,
2005.



150

Rofiq, Ahmad, Figh Mawaris, cet. ke-1 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1933.

__________ . Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Gama
Media, 2001.

----------- , Hukum Islam di Indonesia, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1997.

Ramulyo, Muhd. Idris, Hukum Perkawinan Islam, cet. ke-2, Jakarta: Bumi
Aksara, 1999.

Rahmat, Jalaluddin, ‘“Pengantar” dalam Islam dan Tantangan Modernitas,
Bandung: Mizan, 1996.

Saltut, Mahmud, A/-Islam Agqidah wa Syari‘ah, cet. ke-3, ttp.: Dar al-Qolam,

1996.

Syarifuddin, Amir, Hukum Kewarisan Islam, cet. ke-1, Jakarta: Prenada Media,
2004.

.............. » Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada
Media, 2006.

Sabiq , as-Sayyid, a/-Figh as-Sunnah, cet. ke-4, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Satrio, J, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang,
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Syahrani, Riduan, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, cet. ke-2,
Bandung: Penerbit Alumni, 1989.

Soemitro, Irma Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, cet. ke-1, Jakarta:
Bumi Aksara, 1990.

Status Kompilasi Hukum Islam Baru Setengah Undang-Undang, artikel pada
website: http://www.pelita.or.id/baca.php?id=11221.

As-Syirazi, Abu Ishaq, Al-Muhazzab, Mesir: al Babi al-Halabi, t.t.

Asy- Syafi‘i, Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris, Al-Umm, Beirut: Dar al-
Fikr, t.t.

As-Syaukanie, Luthfi, Politik, HAM dan Isu-isu Teknologi, Bandung: Pustaka
Hidayah, 1998.


http://www.pelita.or.id/baca.php?id=11221

151

Thalib, Sayuthi, Hukum Kekeluargaan Indonesia, cet. ke-2, Jakarta: Ul Press,
1982.

Undang-undang Perkawinan Indonesia, ttp.: Wacana Intelektual, 2009.

Yanggo, Chuzaimah T. H. dan Anshary, Hafiz, H.A. AZ., (ed). Problematika
Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: Firdaus, 1994.

Yunus, Mahmood, Hukum Perkawinan dalam Islam, cet. ke-10, Jakarta:
Hidakarya Agung, 1983.

Zuhdi, Masjfuk, Masail Fighiyah, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.

............. , Masail Fighiyah Kapita Selekta Hukum Islam, cet. ke-8, Jakarta:
Haji Masagung, 1994.

Az-Zuhaili, Wahbah, A/-Figh Al-Islami wa ‘Adillatuh, cet. ke-3, Beirut: Dar al-
Fikr, 1989.

. Kamus

Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesis Terlengkap, cet. ke-14,
Surabaya: Pustaka Progresip, 1997.

Ensiklopedi Islam, cet. ke-1, Jakarta: PT. Ichtiat Baru VVan Hoeve.

Peter Salim, Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, edisi pertama,
Jakarta: Modern English Pers, t.t.

. Lain-lain
Al-Jurjani, A/-Ta‘rifat , Kairo: Mustafa al-Halabi, 1358 H.
Depag RI, Badan Penyuluhan Hukum, Depag RI, 2001.

Jurnal Magister Hukum, Vol. 2 No. 2 Juni 2000, Yogyakarta: Program Pasca
Sarjana Magister lImu Hukum UlI, 2000.

Jones. M.D., Derek Llewellyn, Ginekologi dan Kesehatan Wanita, cet. 10,
Jakarta: Gaya Favorit, 1991.



152

Siswosudarmo, R, Obsentri Fisiologi, Lab/UPF Kebidanan dan Penyakit
Kandungan Fak. Kedokteran UGM, cet. ke-1, Yogyakarta: Andi Offset,
1992.

Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.



	JUDUL SKRIPSI

	ABSTRAK
	SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
	PENGESAHAN SKRIPSI

	MOTTO

	PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	TRANSLITERASI ARAB-LATIN
	DAFTAR ISI
	BAB I

	A. Latar Belakang Masalah
	B. Pokok Masalah
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
	D. Telaah Pustaka
	E. Kerangka Teoretik
	F. Metode Penelitian
	G. Sistematika Pembahasan

	BAB V
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA



